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The purpose of this study is to determine and analyze the application
of income tax article 23 at CV Mulia Agung Sentosa with Law No. 36
of 2008, This study uses a qualitative method that discusses the
condition of the company based on observation, documentation, in-
depth interviews with related parties at CV Mulia Agung Sentosa
directly to the system used. The results of the study indicate that with
the implementation of an integrated calculation and deduction system,
the tax calculation process becomes more accurate and efficient. The
results of this study from the calculation and reporting of Income Tax
Article 23 at CV Mulia Agung Sentosa are in accordance with the
applicable laws and regulations, namely Law No. 36 of 2008 article
23.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada CV Mulia Agung Sentosa
dengan undang-undang No. 36 tahun 2008, Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang membahas keadaan perusahaan
berdasarkan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam kepada
pihak terkait di CV mulia Agung Sentosa langsung terhadap sistem
yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan
penerapan sistem perhitungan dan pemotongan yang terintegrasi,
proses perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan efisien. Hasil
penelitian ini dari perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 pada CV
Mulia Agung Sentosa sudah sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal
23.
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PENDAHULUAN

Pemotongan/pemungutan PPh merupakan cara pelunasan PPh melalui pihak PPh.
Objek pemotongan/pemungutan PPh terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan, antara lain
penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan, sewa, jasa, konstruksi dividen dan bunga.
Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain
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tersebut, dalam PPh tersebut tidak bersifat final, merupakan pembayaran dimuka yang dapat
dikreditkan dengan

PPh yang terutang dalam tahun berjalan. Jika PPh tersebut bersifat final maka
penghasilannya tidak di tanggungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh terutang
dalam tahun berjalan dan PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan.
(Hipajak, 2023)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada
kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum
sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk
membayar jumlah pajak yang terhutang

Efektivitas pemungutan dan pemotongan merujuk pada seberapa baik dan efesiennya
suatu sistem dalam mengumpulkan atau memotong pajak, retribusi atau pungutan lainnya yang
menjadi kewajiaban pihak tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam konteks perpajakan dan
keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan disebuah perusahaan CV. Mulia Agung Sentosa, beralamat di
Komplek pergudangan lantebung, JL. Ir. Sutami Makassar, Sulawesi Selatan 90245. Data yang
di gunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya di ambil dari CV
Mulia Agung santoso dengan mengunakan metode pengumpulan data dan wawancara.
Dokumentasi dan Observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pemungutan dan Pemotongan (PPh) Pasal 23

CV Mulia Agung Sentosa Makassar sendiri melakukan proses pemungutan pajak pada
saat tiba faktur pajak yang di buat oleh lawan transaksi maka dihitunglah PPh pasal 23 yang
harus dibayar berdasarkan nilai dari dasar pengenaan pajak (DPP) yang difakturkan tersebut
hal ini dibenarkan oleh accounting pajak sebagai berikut:

“Proses pemungutan PPh Pasal 23 di tempat saya bekerja dimulai ketika bagian keuangan
menerima tagihan atau invoice dari rekanan/vendor atas transaksi tertentu yang tergolong
sebagai objek PPh 23, seperti jasa konsultan, sewa, atau jasa teknik yang terbagi. Setelah
dokumen diterima, bagian pajak melakukan verifikasi terhadap jenis transaksi dan identitas
pajak dari rekanan, terutama NPWP dan kejelasan kode objek pajaknya. Jika transaksi
tersebut termasuk objek PPh 23, maka bagian pajak akan menghitung pajaknya berdasarkan
tarif yang berlaku, yakni 2% untuk jasa teknis dan konsultan, atau 15% atas dividen dan
bunga dan tarif pelaksana 1,75% dan tarif pengawasan 3,55.. Setelah itu, pemotongan
dilakukan saat pembayaran kepada rekanan, dan bukti potong dibuat menggunakan aplikasi
e-Bupot. Bukti potong dikirimkan kepada vendor sebagai dokumen pelengkap transaksi.
Setiap bulan, seluruh bukti potong yang sudah dibuat akan direkap dan dilaporkan melalui
e-Filing sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan.”

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23
Berdasarkan peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/ 2008, Tentang jenis jasa
lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf e angka 2 tentang pajak
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penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008,
tarif PPh pasal 23 adalah :
a. 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP
b. 4% jika wajib pajak tidak memiliki NPWP (kenaikan 100%) Berdasarkan data yang
diperoleh dari CV. Mulia Agung Sentosa Makassar sebesar Rp. 491.900.000.- pada Tahun
2022 maka perhitungan yang dihasilkan adalah :
1. Dikarenakan CV Mulia Agung Sentosa Makassar memiliki NPWP maka dikenakan
PPh pasal 23 sebesar 2%
2% X Jumlah Bruto
2% X Rp.491.900.000 : 9.939.000
2. Dikarenakan CV. Mulia Agung
Sentosa Makassar merupakan PKP yang memiliki NPWP maka dikenakan PPN
sebesar 10%
10% X Jumlah Bruto
10% X 491.900.000 : 49.190.000
3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini diberikan daftar pemotongan pajak pada CV. Mulia Agung Sentosa yang
dilakukan selama tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tahun DPP PPh 23 (2%) Rp
2022 491.900.000 9.838.000

2023 1.700.800.000 34.016.000
2024. 1.681.900.000 33.638.000

Sumber : Data CV. Mulia Agung Sentosa 2025

KESIMPULAN

Hasil perhitungan pajak penghasilan ( PPH 23 ) yang dilakukan pada CV Mulia Agung
Sentosa sudah memenuhi syarat yang diterapkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 dan
undang-undang no 6 tahun 2023. Salah satu cara untuk menggambarkan isi teks ini adalah
dengan melakukan perkalian antara dasar pengenaan pajak ( DPP ) dari barang kena pajak
dengan tarif 2% dan 5% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang
harmonisasi peraturan perpajakan ( UU HPP ).

Efektivitas merupakan suatu kegiatan atau tugas pokok yang dilaksanakan untuk
mencapai tujuan organisas dengan cara memaksimalkan tujuan agar sasaran yang dicapai dapat
dinilai tepat dan positif, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan itu dapat
diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

SARAN
1. Bagi wajib pajak badan (Perusahaan)

Tetap mempertahankan dan menerapkan PPh pasal 23 dalam perhitungan sesuai dengan
undang-undang yang terkait dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam
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'terhadap pajak penghasilan pasal 23 pada CV Mulia Agung Sentosa, maka orang-orang yang
bergerak di bidang perpajakan dapat lebih mengerti mengenai perhitungan dan pelaporan pajak
penghasilan pasal 23.

2. Bagi direktorat jendral pajak (DJP)

DJP diharapkan terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan digital serta e-
bupot yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak, serta memberikan sosialisasi
intensif terkait kewajiban PPh pasal 23 agar kesadaran dan kepatuhan meningkat.

3. Bagi penelitian selanjudnya

Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian ke sektor atau jenis usaha lain,
serta membandingkan efektivitas kepatuhan PPh pasal 23 antara wilayah atau periode waktu
berbeda, guna memperoleh Gambaran yang lebih menyeluruh tentang implementasi PPh pasal
23.
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